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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan hukum
Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang Nomor 1 Tahuin 1974 Tentang Perkawinan, dan
Peratutran Pelaksananyayaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap perkawinan yang
dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor. 317/Pdt.G/2010/PA.JP. serta
mengetahui akibat hukum yang terjadi akibat pembatalan perkawinan tersebut. Permohonan pembatalan
perkawinan dalam kasus diatas bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah
dengan Penggugat menggunakan identitas diri yang tidak benar. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak
terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan
pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan Skripsi ini dengan metode pendekatan
yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat Adanya pembatalan perkawinan tersebut
memberikan akibat hukum bagi harta suami istri, Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama
perkawinan menjadi hak bersama, akibat putusan pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan pihak yang
beritikad baik yang dalam karyatulis ini adalah Penggugat, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus
menanggung segala kerugian. Sedangkan bagi Pihak Ketiga yang beritikad baik pembatal an perkawinan
tidak mempunyal akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang
diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami
istri tersebut.

...... This research was aimed to elaborate the regulations regarding marriage annulment in the Law number 1
year 1974, Islamic Law Compilation, and the implementing regulation, including Goverment Regulations
No. 9 year 1975, and it’simplementation on request for marriage annulment before the Central Jakarta
Religious Court, also the effect resulted from the judgment over the case. The request for annulment was
submitted on the grounds of identity forgerys applied by the brides. Such forgery is not in accordance to
requirements of marriage lagality, resulting such marriage coul be requested to be annuled. Thus, itis
background for the reasearch, which acquired Juridical Normative method. The annulment of the marriage it
self has deep impact to the marital property, and the annulment of that marriage shall not resulting the
parties to suffer any loss, eith the good faith priciple. To any third party who aso the good faith, no
retroactive effects of those annulment could be applied. Thus, al of the civil acts or any civil relations
personally have been done by the parties before the annulment are still being in force.
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